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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN 2013 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR  34 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 

2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAKATOBI, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 
15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, maka beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 



 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19); 

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1); 



 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
 

dan  
 

BUPATI WAKATOBI 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN. 
 

  Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Wakatobi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 15) diubah sebagai 
berkut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 2  

 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3  

(1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(2)  Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 
a.  jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 

bangunan seperti hotel, pabrik, dan 
emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan 
dengan kompleks bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 



 

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 
pipa minyak; dan 

i. menara. 
(3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah obyek 
pajak yang : 
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; 
b. digunakan semata-mata untuk melayani 

kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, 
yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, 
atau yang sejenis dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, 
hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan 
yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hak;  

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(4) Besar Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 6 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
ditetapkan sebesar : 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua 
belas persen); 

b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 
 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 7 

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). 

 



 

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 10 

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah 
menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 
 

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 13 

(1)  Pembayaran Pajak dilarang diborongkan. 

(2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan 
menggunakan SSPD. 

(3)  Pajak dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) oleh Wajib Pajak yang merupakan tanggal 
jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi 
pajaknya. 

(4)  SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(5)  Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas 
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran 
dan tempat pembayaran Pajak diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 16 

(1)  Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD 
tidak atau kurang dibayar. 

(2)  Jumlah Pajak yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan 
dalam STPD, Pajak terutang dan sanksi administrasi 
tidak atau kurang dibayar diterbitkan Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

(4) Apabila jumlah Pajak yang belum dibayar tidak 
dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penagihan 
Pajak, Surat Paksa, dan Penyitaan diatur dengan 
Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan. 



 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 
Januari 2014. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi. 

 
Ditetapkan di   Wangi-Wangi 
pada tanggal     28-12-2013 
              

            BUPATI WAKATOBI, 
 
                     TTD/Cap 

 
                     H U G U A 
 

Diundangkan di   Wangi-Wangi 
pada tanggal           28-12-2013 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,  
 
                      TTD/Cap 
 
                      SUDJITON 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 34   


